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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dalam hal mengungkap tindak pidana aborsi illegal di wilayah hukum kota 

gorontalo selama ini dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, meskipun 

demikian masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab masih 

melakukan tindak kejahatan ini. hal ini dikarenakan masih minimnya tenaga 

penyidik yang berada di wilayah polres gorontalo kota dalam mengungkap 

tindak pidana aborsi illegal di kota gorontalo. Sehingga potensi untuk 

mengungkap peristiwa tindak pidana aborsi ilegal secara potensial belum 

optimal. Hal ini tentu menjadi salah satu keprihatinan peneliti karena “pada 

hakikatnya kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan yang 

maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan 

kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh 

dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut”.
1
 

2. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam hal mengungkap tindak pidana 

Aborsi Illegal di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, yakni menyangkut 

kurangnya laporan dari masyarakat tentang adanya praktek Illegal tersebut. 

                                                           
1
 Masrudi Muchtar, Op.cit, hlm. 193 



69 
 

Dimana masyarakat masih takut untuk dijadikan saksi yang akan dimintai 

keterangan. selain pentingnya laporan dan saksi tersebut, adapun hal lainnya 

yakni menyangkut kurangnya alat bukti seperti alat-alat yang digunakan saat 

melakukan tindak kejahatan. karena pada umumnya praktek Aborsi Illegal ini 

hanya dilakukan oleh dukun-dukun tradisional yang tidak menggunakan alat 

kedokteran melainkan hanya dengan alat-alat tradisional yang tidak 

terdeteksi.
2
 Alat bukti juga merupakan bagian yang sangat penting untuk di 

perlukan pada setiap rangkaian proses perkara pidana di pengadilan, termasuk 

dalam hal ini tindak Pidana Aborsi Illegal di Kota Gorontalo. Selain alat bukti 

juga hadirnya para saksi juga merupakan bagian yang sangat penting dalam 

proses pengungkapan peristiwa tindak pidana tersebut”. juga minimnya 

tenaga Penyidik yang berada di lingkup Polres Gorontalo kota, sehingga tidak 

memungkinkan para penyidik untuk menyelidiki banyaknya tindak pidana 

yang terjadi di Kota Gorontalo ini. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya kehidupan manusia yang merupakan suatu anugerah yang 

diberikan oleh Tuhan yang maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan 

saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkitan, yakni : 
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1. Sebaiknya dalam mengungkap tindak pidana Aborsi Illegal di Kota Gorontalo 

ini mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait sehingga potensi untuk 

mengungkap tindak pidana Aborsi Illegal di Kota Gorontalo secara potensial 

bisa teroptimalkan. 

2. Sebaiknya polri dalam hal ini penyidik tetap menjaga netralitas, dan 

senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan 

kesewenang-wenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan 

terhadap dugaan tindak pidana Aborsi Illegal di Kota Gorontalo. 
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